PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PASURUAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ 1.

WALIKOTA PASURUAN,

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga

perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);



Menetapkan :

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007 tentang  Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PASURUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Pasuruan.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

c. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pasuruan.

e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas dilingkungan

Pemerintah Kota Pasuruan.



g.

h.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan  yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam = pelaksanaan  tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas

teknis Dinas.

BAB 1I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Pasal 4

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;



penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II1
PEMBENTUKAN
Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas daerah yang

terdiri dari :

o P

a0

5o o

o

Dinas Pendapatan Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,;

Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi,
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.



c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Penetapan.
d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
2. Seksi Pembukuan Persediaan dan Pelaporan.
e. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Keberatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang TK dan SD, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Kurikulum TK dan SD;
2. Seksi Ketenagaan TK dan SD;
3. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.
d. Bidang SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Kurikulum SMP, SMA dan
SMK;
2. Seksi Ketenagaan SMP, SMA dan SMK;
3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK.
e. Bidang Pembinaan Agama dan Keagamaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK;,
2. Seksi Pembinaan TPQ, Madrasah Diniyah & Pondok
Pesantren;
f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini,
terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;



2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
Pasal 8

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Kebudayaan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
1. Seksi Kepemudaan;
2. Seksi Olah Raga.
d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Budaya, Sejarah dan Purbakala;
2. Seksi Kesenian dan Perfilman;
e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
2. Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi,

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.



Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan,

terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga;

2. Seksi Gizi;

3. Seksi Promosi Kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;

3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.

. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit

Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan Penyakit;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan SDM Kesehatan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

dan

Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi terdiri dari :

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial;

3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek,

dari :

terdiri



1. Seksi Hubungan Industrial;
2. Seksi Jamsostek;
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
e. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja;
2. Seksi Pelatihan Kerja;
3. Seksi Pembinaan Produktivitas.
f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan;
2. Seksi Penempatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi,
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
1. Seksi Lalu Lintas;
2. Seksi Angkutan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Laut;
2. Seksi Kepelabuhanan.
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Administrasi Kependudukan,;
2. Seksi Pengendalian Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan
Pengesahan Anak;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Informasi Kependudukan;
2. Seksi Informasi Pencatatan Sipil.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum,
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

dan

dan

terdiri
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1. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi;
2. Seksi  Perumahan, Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Air Minum;
e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
f. Bidang Pengairan, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air;
g. Bidang Persampahan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
2. Seksi Pengolahan Sampabh;
3. Seksi Pertamanan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
3. Seksi Pengawasan dan Kerjasama Industri.

e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

11



1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
3. Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana TPH;
2. Seksi Budidaya dan Perlindungan TPH;
3. Seksi Bina Usaha TPH.
d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Peternakan;
2. Seksi Budidaya dan Bina Usaha Ternak;
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner.
e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
2. Seksi Budidaya Perkebunan;
3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan.
f. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;
2. Seksi Produksi dan Prasarana Kelautan dan
Perikanan;
3. Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(5)

BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja
perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan
cakupan ruang lingkup kerja masing-masing
perangkat daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya  masing-masing dan  bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.
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(7) Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian  diatur sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan
organisasi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
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Tahun 2008 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,
HASANI
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,

NOMOR 19
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PASURUAN

A. UMUM

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah
daerah yang responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan
masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat
dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah
daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi
kelembagaan pemerintah daerah tetap berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah yang didalamnya mengatur pembentukan organisasi
perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah,
besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah dan susunan
organisasi perangkat daerah.

Susunan organisasi Dinas Daerah yang merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan perlu dilakukan perubahan guna efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota
Pasuruan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan,
kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang
harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja
dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani,
serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3  : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7  : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
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Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 13
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LAMPIRANI : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & i‘é%‘f&‘g:g
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN & PEMBUKUAN & PENAGIHAN &
PENETAPAN PELAPORAN KEBERATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
— PENDATAAN —] PEMBUKUAN — PENAGIHAN
PENERIMAAN
SEKSI
i SEKSI | PEMBUKUAN _| SEKSI
PENETAPAN PERSEDIAAN & KEBERATAN
PELAPORAN
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR  : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TK & SD SMP, SMA & SMK PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN NON
& KEAGAMAAN FORMAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
|| PEMBINAAN & || PEMBINAAN & — PENDIDIKAN RA, || PENDIDIKAN
KURIKULUM TK & KURIKULUM SMP, MI, MTs, MA & MAK ANAK USIA DINI
SD SMA & SMK
SEKSI SEKSI SEKSI PEMBINAAN SEKSI
| KETENAGAAN —| KETENAGAAN —| TPQ, MADRASAH —|  PENDIDIKAN
TK & SD SMP, SMA & SMK DINIYAH & PONPES MASYARAKAT
SEKSI SEKSI SEKSI
L] SARANA L] SARANA L PENDIDIKAN
PRASARANA PRASARANA KESETARAAN
TK & SD SMP, SMA & SMK
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPEMUDAAN & KEBUDAYAAN PARIWISATA
OLAH RAGA

SEKSI SEKSI SEKSI

| KEPEMUDAAN | BUDAYA , SEJARAH —{ OBYEK & DAYA
& PURBAKALA TARIK WISATA

SEKSI SEKSI SEKSI

H  OLAH RAGA | KESENIAN & —{ SARANA & USAHA
PERFILMAN JASA PARTWISATA
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

20



LAMPIRAN IV

: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR  : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG KESEHATAN BIDANG B";éi%gﬁig‘;gfs‘fﬁ& BIDANG
KELUARGA & PROMOSI PELAYANAN PENYAKIT & KESEHA. PENGEMBANGAN
KESEHATAN KESEHATAN TAN LINGKUNGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L KESEHATAN PELAYANAN | | PENCEGAHAN | [ PEMBINAAN SDM
KELUARGA KESEHATAN DASAR PENYAKIT KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
| SEKSI PELAYANAN | PEMBERANTASAN - SARANA &
GIZI KESEHATAN PENYAKIT PRASARANA
KHUSUS KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PROMOSI FARMASI, MAKANAN KESEHATAN REGISTRASI &
] KESEHATAN & MINUMAN —] LINGKUNGAN — AKREDITASI
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN V

: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR

: 25 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Mei 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG HUBUNGAN BIDANG BIDANG
SOSIAL INDUSTRIAL & PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI
JAMSOSTEK TENAGA KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN B HUBUNGAN | | PENEMPATAN | | PEMBINAAN
SOSIAL INDUSTRIAL TENAGA KERJA &
PERLUASAN KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
REHABILITASI . JAMSOSTEK | PELATIHAN | | PENEMPATAN
SOSIAL KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI
BANTUAN & PENGAWASAN PEMBINAAN
PERLINDUNGAN —|KETENAGAKERJAAN —| PRODUKTIVITAS
SOSIAL
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI &
DARAT LAUT INFORMATIKA
SEKSI SEKSI SEKSI
— LALU LINTAS —| ANGKUTAN LAUT - POS &
TELEKOMUNIKASI
SEKSI SEKSI SEKSI
— ANGKUTAN | KEPELABUHANAN SARANA KOMUNI-
— KASI & DISEMINASI
INFORMASI
SEKSI
SARANA &
] PRASARANA
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL PENGELOLAAN
INFORMASI
SEKSI SEKSI KELAHIRAN, SEKSI
| |  ADMINISTRASI | KEMATIAN, _| INFORMASI
KEPENDUDUKAN PENGAKUAN & KEPENDUDUKAN
PENGESAHAN ANAK
SEKSI SEKSI SEKSI
L |  PENGENDALIAN _| PERKAWINAN & _| INFORMASI
PENDUDUK PERCERAIAN PENCATATAN SIPIL
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR  : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TATA RUANG CIPTA KARYA BINA MARGA PENGAIRAN PERSAMPAHAN
& PERTAMANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN & | || PENATAAN | | PEMBANGUNAN | | PEMBANGUNAN | | PENGUMPULAN &
PEMANFAATAN BANGUNAN & JASA JALAN & JEMBATAN PRASARANA SUMBER PENGANGKUTAN
KONSTRUKSI DAYA AIR SAMPAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN & |—{ PERUMAHAN, PLP & L{ PEMELIHARAAN | PEMELIHARAAN l | PENGOLAHAN
PENGAWASAN AIR MINUM JALAN & JEMBATAN PRASARANA SUMBER SAMPAH
DAYA AIR
SEKSI
PERTAMANAN
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG KOPERASI & BIDANG BIDANG
USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KECIL & MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI
| |  KELEMBAGAAN | { INDUSTRI LOGAM, | | PERDAGANGAN
KOPERASI MESIN & DALAM NEGERI
ELEKTRONIKA
SEKSI SEKSI SEKSI
| | PEMBERDAYAAN | { INDUSTRIKIMA, | | PERDAGANGAN
KOPERASI AGRO & HASIL LUAR NEGERI
HUTAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN PENGAWASAN & METROLOGI LEGAL
|  USAHA MIKRO, L1 KERJASAMA | & PERLINDUNGAN
KECIL & MENENGAH INDUSTRI KONSUMEN
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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LAMPIRAN X

: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TANGGAL

1 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & KEUANGAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN PETERNAKAN PERKEBUNAN & KELAUTAN &
& HORTIKULTURA KEHUTANAN PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | PRODUKSI, SARANA | | PRODUKSI, SARANA PERBENIHAN & | |PENGELOLAAN SUM-
& PRASARANA TPH & PRASARANA SARANA PRODUKSI BER DAYA KELAUT-
PETERNAKAN AN & PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | BUDIDAYA & BUDIDAYA & BINA | ] BUDIDAYA | | PRODUKSI & PRASA-
PERLINDUNGAN TPH USAHA TERNAK PERKEBUNAN RANA KELAUTAN &
PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BINA USAHA TPH KESEHATAN HEWAN REHABILITASI BINA USAHA
— & KESMASVET — LAHAN & KELAUTAN &
PERLINDUNGAN PERIKANAN
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
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